5.1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Koordinasi secara umum sebagaimana diatur dalam UU PPKSK sudah

memberikan berbagai kewenangan, kebijakan serta pengaturan mengenai hal-
hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pencegahan serta
penanganan ketika terjadinya Krisis Ekonomi. Koordinasi sudah diatur baik
secara langsung ataupun tidak langsung yang mana hal tersebut memberikan
system yang baik bagi Lembaga Otoritas Perbankan dalam melaksanakan
kewenangannya. Koordinasi juga memberikan ruang bagi Lembaga Otoritas
Perbankan dalam mencapai tujuan dibentuknya UU PPKSK dalam mencegah
terjadi Krisis Ekonomi. Sehingga dalam hal ini, koordinasi yang diatur dalam
UU PPKSK terhadap kewenangan yang ada sudah tepat guna mengingat
tujuan dibentuknya UU PPKSK.

Ketentuan dalam PPKSK pada pokoknya sudah mengatur berbagai ketentuan
dalam rangka pencegahan serta penanganan Sistem Krisis Ekonomi. Namun
dalam hal ini masih terdapat beberapa celah hukum yang dapat menimbulkan
permasalahan. Apabila melihat keseluruhan ketentuan secara umum mengenai
pencegahan system krisis ekonomi, UU PPKSK dalam ketentuannya telah
mengatur berbagai hal termasuk kewenangan setiap Lembaga Otoritas
Perbankan terkait dengan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Namun, melihat
ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU PPKSK ini, masih terdapat kekurangan
khususnya dalam koordinasi pengawasan yang diatur. Dalam hal ini,
koordinasi pengawasan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek masih
belum diatur secara konkrit yang mana hal tersebut memberikan kemungkinan
dapat terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka
Pendek dan hal tersebut dapat dilakukan oleh beberapa orang melalui jabatan

yang dimilikinya. Pengawasan sebagai dinding pertama dalam mencegah
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5.2 Saran

Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek masih
belum maksimal. Kemudian, terhadap adanya Performance Check (Penilaian
Kinerja) perlu diterapkan agar pengawas dapat mengadministrasikan
kewenangan dengan baik sehingga minim timbulnya Tindakan
Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Sehingga dalam
hal ini, masih terdapat kemungkinan terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas
Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang mana hal tersebut dapat ditimbulkan
melalui Pengawasan yang tidak konkrit serta ketidakberadaan Performance
Check (Penilaian Kinerja) terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga

Otoritas Perbankan.

Dalam hal ini, perlu adanya peraturan pengawasan yang lebih konkrit yang
mana memberikan indicator-indikator atas pengawasan yang dilakukan.
Sehingga ketentuan mengenai Pengawasan dalam UU PPKSK perlu
diperbaharui. Dalam hal ini, perlu adanya pembaharuan dalam Pasal
Pengawasan yakni Pasal 20 ayat (7) UU PPKSK. Pasal tersebut hanya
mengatur mengenai koordinasi atas pengawasan namun tidak membahas
secara rinci bagaimana serta indicator apa saja yang harus ada dalam
pengawasan. Dalam penjelasannya pun hanya menyatakan bahwa pengawasan
dilakukan agar Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang diberikan dapat
digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, dapat ditambahkan pasal baru
yang mana menegaskan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara langsung,
mengingat keberadaan Bank Sistemik merupakan ancaman bagi stabilitas
perekonomian negara. Kemudian, pengawasan memerlukan indicator-indikator
apa saja yang harus dicapai demi mencapai suksesnya pengawasan. Dalam hal
ini juga penjelasan terhadap pasal tersebut hanya menitikberatkan terhadap
tercapainya tujuan diberikannya Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Namun
dalam mencapai hal tersebut diperlukan kinerja yang baik dalam pengawasan
yang dilakukan. Maka dapat ditambahkan juga ketentuan dalam UU PPKSK
mengenai indicator-indikator yang harus diperhatikan dalam pengawasan.
Kemudian, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai Performance Check
(Penilaian Kerja). Ketentuan ini akan mengatur mengenai target yang harus
dicapai oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian penilaian
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tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan diluar jabatannya sebagai
Ketua KSSK. Dalam hal ini, Menteri Keuangan akan melakukan penilaian
terhadap pengawas dalam lingkup kewenangannya sebagai menteri agar
penilaian tersebut bersifat objektif, mengingat bahwa Menteri Keuangan juga
merupakan anggota KSSK. Hal ini dapat dilakukan mengingat bahwa Menteri
Keuangan bertanggungjawab untuk memastikan stabilitas terhadap
perekonomian. Selain itu, keberadaan Menteri Keuangan sebagai Penilai juga
mengesampingkan konsep ‘“lembaga mengawasi lembaga”. Apabila hal
tersebut dilakukan, kemungkinan terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas
Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dapat dicegah melalui UU PPKSK.
Sehingga keberadan UU PPKSK untuk mencegah terjadi krisis ekonomi akibat
Tindakan Penyalahgunaan dapat tercapai.

Dalam hal ini, perlu adanya pelaksanaan terhadap Pasal-pasal baru yang akan
dibentuk. Dalam hal ini, pengawas harus melaksanakan pengawasan sesuai
dengan indicator yang ada serta menjamin tujuan dari pemberian Kredit
Pembiayaan Jangka Pendek dapat tercapai. Maka dari itu, Lembaga Otoritas
Perbankan perlu meninjuk perwakilannya sesuai dengan kompetensi yang
memenuhi agar pengawasan dapat dilakukan secara baik. Kemudian terhadap
Performance Check (Penilaian Kerja), KSSK dalam menilai harus melakukan
penilaian secara objektif dan sistematis yang mana hal tersebut dilakukan
secara berkala. Penilaian tersebut akan memberikan gambaran bagaimana
proses dilakukan serta memberikan evaluasi terhadap pengawasan yang
dilakukan. Sehingga dalam hal ini, penilaian tersebut dapat menjadi acuan
bagaimana pengawasan dilakukan serta mencegah adanya Tindakan

Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek.
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